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Merek adalah :

Suatu tanda yang berupa gambar,nama,kata,  
huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau 
kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang  
memiliki daya pembeda dan digunakan dalam  
kegiatan perdagangan barang dan jasa





Sistem klasifikasi barang dan jasa merupakan suatu sistem pengelompokan 

secara Internasional yang dikeluarkan oleh WIPO melalui International Bureau 

untuk membedakan jenis barang dan jasa pada setiap permohonan merek 

diklasifikasikan menjadi 2 (dua) kelompok yaitu :

Kelas barang yaitu kelas barang terdiri dari 34 (tiga puluh empat) kelas 

yaitu dari kelas 1(satu) sampai dengan kelas 34 (tiga puluh empat).

Kelas jasa yaitu kelas jasa terdiri dari 11(sebelas) kelas yaitu dari kelas 

35 (tiga puluh lima) sampai dengan kelas 45 (empat puluh lima).

Klasifikasi Barang dan Jasa dalam Pendaftaran Merek



SistemKlasifikasi Dapat Dilihat Dari Dua Laman Resmi :

Sistemklasifikasi WIPO:  

https://webaccess.wipo.int/mgs/

Sistemklasifikasi DJKI:  

http://skm.dgip.go.id

http://skm.dgip.go.id/




PENELUSURAN MEREK DAPAT DILAKUKAN MELALUI LAMAN :

pdki-indonesia.dgip.go.id



Fungsi Perlindungan Merek
Menggunakan sendiri merek tersebut

Memberikan ijin kepada pihak lain untuk menggunakannya dalam kegiatan perdagangan 

barang dan/atau jasa

Tanda pengenal untuk membedakan barang atau jasa yang satu dengan barang atau jasa

lainnya

sebagai alat promosi/iklan barang atau jasa

sebagai petunjuk asal barang atau jasa agar lebih mudah dikenali oleh konsumen

Dasar untuk membangun citra/reputasi dan memberikan jaminan atas mutu produk barang 

atau jasa tersebut



Di daftarkan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik

Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,  

moralitas keagamaan, kesusilaan,dan ketertiban umum.

Tidak memiliki daya pembeda  

Telah menjadi milik umum

Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang  

dimohonkan pendaftarannya (Pasal 4 dan Pasal 5 UUM)

Merek yang tidak dapat didaftarkan



Merek yang ditolak



Merek terdaftar mendapat perlindunganhukumjangkawaktu sepuluh tahun

(10)tahun dan berlaku surat sejak tanggal penerimaanpermohonanmerek 

bersangkutan.

Atas permohonanpemilikmerek jangka waktu perlindunganmerek terdaftar 

dapat diperpanjang setiap kali untuk jangka waktu yang sama

Permohonan Perpanjanganpendaftaran merekdapat diajukan secara tertulis oleh 

pemilik merek atau kuasanya dalam jangka waktu enam (6) bulan sebelum 

berakhirnya jangka waktu perlindunganbagi merek terdaftar tersebut

JANGKA WAKTU PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TERDAFTAR



Sanksi Pidana
Pasal 100

(1)Setiap Orang yang dengan tanpa hakmenggunakanMerek yang sarna pada keseluruhannya dengan 

Merekterdaftarmilik pihak lain untukbarang dan/ atau jasa sejenis yang diproduksi dan/ataudiperdagangkan, dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua 

miliar rupiah).

(2)Setiap Orang yang dengan tanpa hakrnenggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan 

Merekterdaftarmilik pihak lain untukbarang dan/atau jasasejenis yang diproduksi dan/ataudiperdagangkan, dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ ataudenda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar 

rupiah).

(3)Setiap Orang yang melanggarketentuansebagaimanadimaksud pada ayat (1)dan ayat (2), yang 

jenisbarangnyamengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/ataukematianmanusia, 

dipidanadengan pidana penjara paling lama 10(sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 

(limamiliar rupiah).



Sanksi Pidana
Pasal 102

Setiap Orang yang memperdagangkan barang dan/ ataujasa dan/atau produk yangdiketahui atau 

patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil 

tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100dan Pasal 101dipidana dengan pidana 

kurungan paling lama 1(satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta 

rupiah).

Pasal 103

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 102merupakan delik 

aduan.



Terima Kasih


